BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR SO TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG

Menimbang :

Mengingat

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap
penambahan pendapatan desa yang berdampak pada
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian
hokum dalam pelaksanaan perubahan APBDesa lebih dari
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai akibat
terjadinya keadaan luar biasa, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856); L
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 296); L.



Menetapkan:

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 35 dihapus, sehingga Pasal 35
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 huruf b antara lain digunakan untuk
menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang
diinvestasikan dalam BUM Desa untuk
meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan
kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1)
merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang
dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam
APBDesa.

(3) Dihapus.

(4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses
analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Proses penyertaan modal pada BUM Desa ditetapkan
dengan Peraturan Desa. L



Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 48
diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1
(satu) ayat yakni ayat (la), sehingga Pasal 48 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan
APBDesa apabila ter jadi:

a.

b.

d.

penambahan dan/atau pengurangan dalam
pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
sisa penghematan belanja dan sisa lebih
perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang
akan digunakan dalam tahun berkenaan,;

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar
kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

dihapus.

(1a) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam
keadaan luar biasa.

(2) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (la), antara lain berupa:

a.

bencana alam/non alam, bencana sosial, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial
yang berkepanjangan;

perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah terkait penambahan
dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa
tahun berjalan;

adanya program kegiatan yang harus menjadi
prioritas desa berdasarkan kebijakan Pemerintah
dan Pemerintah Daerah, termasuk adanya
Bantuan Keuangan Khusus (BKK);

keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan
dan/atau pengeluaran dalam APBDesa mengalami
kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%
(lima puluh persen);

prosentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud pada huruf d, adalah selisih (gap)
kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan
belanja dalam APBDesa; dan

penyakit yang mewabah/epidemi yang menyerang
Desa. L
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(3) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (la) ditetapkan dengan Peraturan
Desa mengenai perubahan APBDesa dan tetap
mempedomani RKP Desa.

(4) Dihapus.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Oktober 2023

. BUPATI LOMBOK BARAT, %

LH. FAUZAN K ID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal a2 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

. ILHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023 NOMOR S5O



